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“Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)"

Dasar Hukum Cara Mengatasi

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010

Penerbitan SK Tim Penilai dilaksanakan tepat waktu di awal

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; tahun

2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan;

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 50 Tahun 2017
Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

5. Peraturan bersama Kepala BPKP Nomor: PER-
707/K/JF/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian
Angka kredit;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017
Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur  di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

7. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
SK.8/KP.408/ITJEN-2010 Tentang Organisasi, Mutasi dan
Tata Kerja Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Auditor di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Sekretaris
Inspektorat Jenderal

Peringatan
Apabila SK Tim Penilai terlambat diterbitkan akan mengakibatkan
tertundanya proses penilaian DUPAK

1. Laptop/Komputer
2. ATK
3. Printer
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